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KOMISI PEMILI HAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA 

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas 

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor : 57/PP.08.2-8D/06/2023 tanggal 6 

Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi, perlu 

menetapkan Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja 

Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; 

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum 

dalam Surat Keputusan ini adalah memenuhi syarat dan 

mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja 

Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemihihan Umum 

Provinsi Kalimantan Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemihihan Umum Provinsi 

Kalimantan Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja 

Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Timur; 
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I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemihihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 

4, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 

2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemihihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Perilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 
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